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Abstrak 
Penelitian ini menganalisis penerapan teori organisasi dalam konteks administrasi negara dengan 
fokus pada dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah melalui pendekatan penelitian 
kepustakaan. Tujuan penelitian adalah memahami bagaimana teori organisasi dapat meningkatkan 
efektivitas tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori 
organisasi, khususnya pendekatan struktural dan manajemen strategis, membantu mengidentifikasi 
tantangan birokrasi seperti hierarki kaku dan inefisiensi administrasi. E-governance berpotensi 
meningkatkan aksesibilitas layanan publik, tetapi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan 
sumber daya manusia. Prinsip good governance, termasuk transparansi dan partisipasi masyarakat, 
menjadi kunci untuk tata kelola yang inklusif, meskipun partisipasi masyarakat masih rendah. 
Manajemen strategis dan resiliensi digital mendukung adaptasi terhadap perubahan teknologi, 
sementara penguatan sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengatasi korupsi. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa integrasi teori organisasi dengan teknologi dan pendekatan partisipatif 
dapat menciptakan tata kelola yang responsif dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Saran meliputi 
restrukturisasi birokrasi, penguatan e-governance, dan peningkatan partisipasi masyarakat 

 
Kata Kunci: Administrasi Negara, E-Governance, Good Governance, Teori Organisasi, Tata Kelola 
Pemerintahan 
 
Abstract 
This study analyzes the application of organizational theory in the context of public administration, focusing on the 
dynamics of governance in Central Sulawesi through a library research approach. The aim is to understand how 
organizational theory can enhance governance effectiveness in the region. Findings reveal that organizational theory, 
particularly structural and strategic management approaches, identifies bureaucratic challenges such as rigid hierarchies 
and administrative inefficiencies. E-governance has the potential to improve public service accessibility but is hindered 
by infrastructure and human resource limitations. Good governance principles, including transparency and public 
participation, are essential for inclusive governance, though community engagement remains low. Strategic management 
and digital resilience support adaptation to technological changes, while stronger internal controls are needed to address 
corruption. The study concludes that integrating organizational theory with technology and participatory approaches 
can foster responsive and sustainable governance in Central Sulawesi. Recommendations include bureaucratic 
restructuring, strengthening e-governance, and enhancing public participation. 
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PENDAHULUAN 

Tata kelola pemerintahan yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks global, tata 
kelola pemerintahan tidak hanya mencakup pengelolaan sumber daya, tetapi juga melibatkan 
dinamika organisasi, administrasi negara, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan transparansi, 
akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan. Teori organisasi, sebagai landasan analisis, 
memainkan peran kunci dalam memahami bagaimana struktur, hierarki, dan proses dalam organisasi 
publik memengaruhi implementasi kebijakan dan pengelolaan pemerintahan (Lynn et al., 2000). 
Pendekatan ini memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis interaksi antara elemen-elemen 
organisasi dengan praktik administrasi negara, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas tata 
kelola pemerintahan. 

 
Di Indonesia, administrasi negara menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam 

mengintegrasikan pendekatan modern seperti e-governance dengan struktur birokrasi tradisional. E-
governance, misalnya, telah terbukti mampu merevolusi pengelolaan pemerintahan daerah dengan 
memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan partisipasi publik 
(Charliyan, 2023). Selain itu, konsep tata kelola yang baik (good governance) menekankan 
pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem administrasi publik (Novitasari 
& Hilmiawan, 2024). Namun, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali terhambat oleh faktor 
struktural, seperti hierarki yang kaku dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia, sebagaimana 
dijelaskan dalam teori struktural oleh Latif (2023). 

  
Sulawesi Tengah, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, menghadapi tantangan unik 

dalam tata kelola pemerintahan karena keberagaman geografis, sosial, dan politiknya. Provinsi ini 
memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menghadapi isu seperti 
korupsi, rendahnya efisiensi administrasi, dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas birokrasi 
(Wartiningsih, 2021). Penelitian oleh Nuh (2019) menunjukkan bahwa proses manajemen strategis 
memiliki dampak signifikan terhadap implementasi tata kelola daerah yang baik, yang relevan untuk 
diterapkan di Sulawesi Tengah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pendekatan 
partisipatif dalam tata kelola, sebagaimana diuraikan oleh Jiménez et al. (2019), dapat memastikan 
bahwa kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal, yang sangat penting 
mengingat keragaman komunitas di Sulawesi Tengah. 

 
Lebih lanjut, transformasi digital dalam administrasi publik, seperti penerapan e-

government, menjadi semakin relevan di Sulawesi Tengah untuk mengatasi tantangan birokrasi dan 
meningkatkan aksesibilitas layanan (Andriyan et al., 2024). Namun, keberhasilan transformasi ini 
bergantung pada kemampuan organisasi publik untuk mengadopsi kerangka tata kelola yang adaptif 
dan resilien, sebagaimana disoroti oleh Salam et al. (2024). Oleh karena itu, memahami dinamika tata 
kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah melalui lensa teori organisasi dapat memberikan wawasan 
yang mendalam tentang cara meningkatkan efektivitas administrasi negara. 

 
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teori 

organisasi dapat digunakan untuk memahami dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah 
dalam konteks administrasi negara. Dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), 
kajian ini akan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis dan empirik untuk menghasilkan 
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rekomendasi yang dapat memperkuat praktik tata kelola di wilayah tersebut. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih 
efektif dan inklusif di Sulawesi Tengah. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan 

(library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang mendalam dalam menganalisis dan 
memahami konsep-konsep teoritis serta dinamika tata kelola pemerintahan melalui lensa teori 
organisasi dan administrasi negara. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan, 
menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal 
ilmiah, buku, dan artikel akademik, yang berkaitan dengan teori organisasi, administrasi negara, tata 
kelola pemerintahan, dan konteks Sulawesi Tengah. 

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari sumber-

sumber tertulis yang telah dipublikasikan. Sumber data meliputi: 
1. Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas teori organisasi, administrasi negara, 

dan tata kelola pemerintahan, baik dalam konteks global maupun lokal, termasuk studi 
yang relevan dengan Sulawesi Tengah. 

2. Buku teks dan referensi yang memberikan landasan teoritis tentang organisasi publik, e-
governance, good governance, dan manajemen strategis. 

3. Dokumen resmi dan laporan yang berkaitan dengan praktik tata kelola pemerintahan di 
Sulawesi Tengah, seperti laporan pemerintah daerah atau studi kasus. 

 
Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas 

akademik, dan aktualitas, dengan memprioritaskan literatur yang diterbitkan dalam rentang 15 tahun 
terakhir untuk memastikan kebaruan informasi. 
Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 

 
1. Identifikasi literatur: Mencari sumber literatur menggunakan kata kunci seperti "Teori 

Organisasi," "Administrasi Negara," "Tata Kelola Pemerintahan," dan "Sulawesi Tengah" 
pada basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, atau repositori jurnal lokal 
seperti portal Garuda. 

2. Seleksi literatur: Memilih literatur yang relevan berdasarkan kriteria, seperti fokus pada tata 
kelola pemerintahan, administrasi publik, atau studi kasus di Sulawesi Tengah, serta 
memiliki metodologi yang jelas dan rujukan yang kredibel. 

3. Pengumpulan data: Mencatat informasi penting dari setiap sumber, termasuk teori, temuan 
empiris, dan implikasi untuk tata kelola di Sulawesi Tengah, menggunakan teknik 
pencatatan sistematis seperti anotasi atau tabel ringkasan. 

 
Analisis data dilakukan dengan pendekatan deduktif, yang berfokus pada penerapan teori 

organisasi untuk memahami dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. Langkah-
langkah analisis meliputi: 
 

1. Klasifikasi data: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti teori organisasi 
(misalnya, teori struktural), konsep good governance, e-governance, dan tantangan tata kelola di 
Sulawesi Tengah. 

2. Analisis tematik: Mengidentifikasi pola atau hubungan antar-tema, seperti bagaimana 
struktur organisasi memengaruhi efisiensi administrasi atau bagaimana e-governance 
meningkatkan partisipasi publik. 

3. Sintesis: Mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk membangun argumen yang 
koheren tentang bagaimana teori organisasi dapat diterapkan dalam konteks administrasi 
negara di Sulawesi Tengah. 
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4. Interpretasi: Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, dengan mempertimbangkan 
implikasi teoritis dan praktis untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih 
efektif. 

 
Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur (jurnal, buku, dan laporan) guna 
memverifikasi konsistensi dan keakuratan temuan. Selain itu, penelitian hanya menggunakan 
sumber-sumber yang memiliki kredibilitas akademik tinggi, seperti publikasi yang telah melalui 
proses peer-review atau diterbitkan oleh institusi terpercaya. Proses seleksi literatur juga dilakukan 
secara transparan dengan mendokumentasikan kriteria inklusi dan eksklusi untuk meminimalkan 
bias. 

 

HASIL 
Penelitian ini menganalisis penerapan teori organisasi dalam konteks administrasi negara 

dengan fokus pada dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah melalui pendekatan 
penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis literatur, berikut adalah temuan utama yang 
dikelompokkan ke dalam beberapa tema kunci: 

 
1. Peran Teori Organisasi dalam Administrasi Negara 
 

Teori organisasi memberikan kerangka penting untuk memahami struktur dan dinamika 
organisasi publik di Sulawesi Tengah. Lynn et al. (2000) menyoroti bahwa pendekatan 
ekonomi politik dalam teori organisasi membantu menganalisis bagaimana struktur tata 
kelola memengaruhi implementasi kebijakan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, teori 
struktural, seperti yang dibahas oleh Latif (2023), menunjukkan bahwa hierarki dan 
pembagian kerja dalam birokrasi pemerintahan daerah sering kali menghambat 
fleksibilitas, tetapi juga memberikan stabilitas dalam pengambilan keputusan. Struktur 
organisasi yang kaku ini menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efisiensi 
administrasi di provinsi ini, terutama karena keberagaman geografis dan sosial yang 
memerlukan pendekatan yang lebih adaptif. 

 
2. Kontribusi E-Governance terhadap Tata Kelola Pemerintahan 
 

Penerapan e-governance telah mengubah lanskap administrasi negara di Sulawesi 
Tengah. Charliyan (2023) menegaskan bahwa teknologi informasi, seperti sistem 
pelayanan daring, meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. 
Di Sulawesi Tengah, e-governance berpotensi mengatasi hambatan geografis, 
memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk berinteraksi dengan pemerintah 
daerah. Namun, Andriyan et al. (2024) mencatat bahwa keberhasilan e-governance 
bergantung pada infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia, yang masih 
menjadi kendala di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, penguatan 
kapasitas digital diperlukan untuk memaksimalkan manfaat e-governance. 

 
3. Prinsip Good Governance dan Partisipasi Masyarakat 
 

Prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menjadi 
elemen kunci dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. 
Novitasari dan Hilmiawan (2024) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan desa mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, Jiménez et al. (2019) menekankan 
bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal dapat 
menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan publik. Namun, Makalalag et al. 
(2023) mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas karena 
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kurangnya kesadaran dan mekanisme formal untuk melibatkan pemangku kepentingan, 
sehingga diperlukan strategi yang lebih proaktif untuk memperkuat partisipasi. 

 
4. Manajemen Strategis dan Resiliensi Tata Kelola 
 

Manajemen strategis memainkan peran penting dalam mendukung tata kelola yang 
efektif. Nuh (2019) menunjukkan bahwa proses manajemen strategis yang terarah dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Di Sulawesi Tengah, 
pendekatan ini relevan untuk mengatasi tantangan seperti pengelolaan sumber daya 
alam dan efisiensi anggaran. Selain itu, Salam et al. (2024) menyoroti pentingnya 
resiliensi digital dalam tata kelola pemerintahan, terutama untuk menjaga stabilitas 
layanan di era transformasi digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa Sulawesi Tengah 
perlu mengintegrasikan perencanaan strategis dengan strategi resiliensi untuk 
menghadapi perubahan teknologi dan lingkungan. 

 
5. Tantangan dan Peluang dalam Tata Kelola Sulawesi Tengah 
 

Literatur menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah menghadapi sejumlah tantangan dalam 
tata kelola pemerintahan, termasuk risiko korupsi, rendahnya efisiensi birokrasi, dan 
keterbatasan sumber daya (Wartiningsih, 2021). Kawedar et al. (2019) menambahkan 
bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat memperburuk kinerja keuangan 
organisasi publik. Namun, peluang seperti penerapan e-government, pelatihan kapasitas 
bagi aparatur desa (Putra et al., 2024), dan pendekatan partisipatif menawarkan solusi 
potensial untuk meningkatkan efektivitas tata kelola. Keberagaman sosial dan geografis 
Sulawesi Tengah juga dapat menjadi aset jika dikelola dengan kerangka tata kelola yang 
inklusif dan adaptif. 

 
6. Implikasi Teori Organisasi untuk Sulawesi Tengah 
 

Analisis literatur mengungkapkan bahwa teori organisasi, khususnya teori struktural dan 
pendekatan manajemen strategis, dapat digunakan untuk merancang kerangka tata 
kelola yang lebih efektif di Sulawesi Tengah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah 
daerah untuk menyeimbangkan stabilitas birokrasi dengan fleksibilitas yang diperlukan 
untuk merespons kebutuhan masyarakat. Selain itu, integrasi konsep good governance dan 
teknologi modern, seperti yang diusulkan oleh Patón-Romero et al. (2021), dapat 
mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, yang sangat relevan 
mengingat tantangan lingkungan di Sulawesi Tengah. 
 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori organisasi 
dalam konteks administrasi negara dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang cara 
meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. Dengan mengintegrasikan e-
governance, prinsip good governance, manajemen strategis, dan partisipasi masyarakat, Sulawesi 
Tengah dapat mengembangkan sistem tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan efektif dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakatnya. 

 
 

Tabel Temuan 
Berikut adalah temuan utama dari penelitian yang disusun dalam bentuk tabel untuk 

memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai hasil analisis literatur terkait 
penerapan teori organisasi dalam konteks administrasi negara dan tata kelola pemerintahan di 
Sulawesi Tengah. 

 
Tabel 1. Temuan Penelitian 
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Tema Temuan Utama Sumber 

Peran Teori 
Organisasi 

Teori organisasi, khususnya pendekatan 
ekonomi politik dan teori struktural, 
membantu menganalisis struktur birokrasi di 
Sulawesi Tengah. Hierarki yang kaku 
memberikan stabilitas namun menghambat 
fleksibilitas administrasi. 

Lynn et al. (2000); Latif 
(2023) 

E-Governance E-governance meningkatkan aksesibilitas 
layanan publik dan partisipasi masyarakat di 
Sulawesi Tengah, tetapi terbatas oleh 
infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber 
daya manusia. 

Charliyan (2023); 
Andriyan et al. (2024) 

Good Governance 
dan Partisipasi 

Prinsip good governance seperti transparansi 
dan partisipasi mendorong tata kelola yang 
inklusif, namun partisipasi masyarakat masih 
rendah karena kurangnya mekanisme formal. 

Novitasari & Hilmiawan 
(2024); Jiménez et al. 
(2019); Makalalag et al. 
(2023) 

Manajemen 
Strategis dan 
Resiliensi 

Manajemen strategis mendukung pelayanan 
publik yang efektif, sementara resiliensi digital 
diperlukan untuk menghadapi transformasi 
teknologi di Sulawesi Tengah. 

Nuh (2019); Salam et al. 
(2024) 

Tantangan dan 
Peluang 

Tantangan meliputi korupsi, inefisiensi 
birokrasi, dan lemahnya pengendalian internal. 
Peluang mencakup e-government, pelatihan 
aparatur, dan pendekatan partisipatif. 

Wartiningsih (2021); 
Kawedar et al. (2019); 
Putra et al. (2024) 

Implikasi Teori 
Organisasi 

Teori organisasi mendukung rancangan tata 
kelola yang seimbang antara stabilitas dan 
fleksibilitas, dengan integrasi good governance dan 
teknologi untuk pengelolaan sumber daya yang 
berkelanjutan. 

Patón-Romero et al. 
(2021) 

Sumber : Data diolah 
 
Tabel di atas merangkum temuan kunci yang menjadi dasar untuk memahami bagaimana 

teori organisasi dapat diterapkan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi 
Tengah, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang relevan. 

 

PEMBAHASAN 
Penelitian ini mengungkap bagaimana teori organisasi dapat menjadi lensa analitis yang 

kuat untuk memahami dinamika administrasi negara dan tata kelola pemerintahan di Sulawesi 
Tengah. Berdasarkan temuan yang telah disusun, pembahasan ini mengelaborasi implikasi teoritis 
dan praktis dari penerapan teori organisasi, dengan mempertimbangkan konteks lokal Sulawesi 
Tengah serta tantangan dan peluang yang ada. 

 
1. Teori Organisasi sebagai Landasan Analisis Tata Kelola 
 

Teori organisasi, khususnya pendekatan ekonomi politik (Lynn et al., 2000) dan teori 
struktural (Latif, 2023), menawarkan kerangka untuk menganalisis struktur birokrasi di 
Sulawesi Tengah. Struktur hierarkis dalam organisasi publik memberikan stabilitas 
dalam pengambilan keputusan, tetapi sering kali menghambat fleksibilitas yang 
diperlukan untuk merespons kebutuhan masyarakat yang beragam. Di Sulawesi Tengah, 
keberagaman geografis dan sosial menuntut pendekatan organisasi yang lebih adaptif. 
Misalnya, birokrasi yang kaku dapat memperlambat respons terhadap isu lingkungan 
atau kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, teori organisasi 
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menyarankan perlunya restrukturisasi organisasi publik yang memadukan stabilitas 
dengan fleksibilitas, seperti dengan mengurangi lapisan hierarki atau meningkatkan 
koordinasi antar unit. 

 
2. Transformasi melalui E-Governance 
 

E-governance telah terbukti sebagai alat transformasi dalam administrasi negara (Charliyan, 
2023; Andriyan et al., 2024). Di Sulawesi Tengah, penerapan teknologi informasi dapat 
mengatasi hambatan geografis, memungkinkan akses layanan publik yang lebih luas, 
terutama di wilayah terpencil. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur 
teknologi dan rendahnya literasi digital aparatur pemerintah membatasi potensi e-
governance. Hal ini sejalan dengan temuan Patón-Romero et al. (2021), yang menekankan 
pentingnya menyelaraskan teknologi dengan tujuan strategis organisasi. Untuk Sulawesi 
Tengah, investasi dalam infrastruktur digital dan pelatihan sumber daya manusia 
menjadi prasyarat untuk memaksimalkan manfaat e-governance, sekaligus memastikan 
bahwa teknologi mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

 
3. Pentingnya Good Governance dan Partisipasi Masyarakat 
 

Prinsip good governance, seperti yang diuraikan oleh Novitasari dan Hilmiawan (2024) serta 
Jiménez et al. (2019), menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci untuk tata 
kelola yang inklusif. Di Sulawesi Tengah, rendahnya partisipasi masyarakat, sebagaimana 
diidentifikasi oleh Makalalag et al. (2023), menunjukkan perlunya mekanisme formal 
seperti musyawarah desa atau platform digital untuk melibatkan pemangku kepentingan. 
Partisipasi yang efektif dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah dan 
memastikan bahwa sumber daya dikelola sesuai kebutuhan lokal, terutama dalam isu 
seperti pengelolaan sumber daya alam yang sensitif di provinsi ini. Teori organisasi 
mendukung pendekatan ini dengan menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi 
dalam struktur organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi. 

 
4. Peran Manajemen Strategis dan Resiliensi 
 

Manajemen strategis, sebagaimana dijelaskan oleh Nuh (2019), memiliki dampak 
signifikan terhadap efektivitas tata kelola lokal. Di Sulawesi Tengah, pendekatan ini 
dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan sumber daya, yang 
sering kali terhambat oleh inefisiensi birokrasi. Selain itu, resiliensi digital yang 
ditekankan oleh Salam et al. (2024) menjadi relevan dalam menghadapi transformasi 
teknologi. Misalnya, sistem e-governance yang resilien dapat mencegah gangguan 
layanan akibat kegagalan teknologi. Dalam konteks teori organisasi, manajemen strategis 
dan resiliensi mencerminkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan, yang sangat penting di Sulawesi Tengah mengingat dinamika 
sosial dan lingkungan yang kompleks. 

 
5. Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang 
 

Tantangan seperti korupsi (Wartiningsih, 2021) dan lemahnya sistem pengendalian 
internal (Kawedar et al., 2019) menghambat tata kelola yang efektif di Sulawesi Tengah. 
Teori organisasi menyarankan bahwa penguatan sistem pengendalian internal dapat 
dilakukan melalui desain organisasi yang mendukung checks and balances, seperti 
pemisahan tugas dan audit independen. Di sisi lain, peluang seperti pelatihan aparatur 
desa (Putra et al., 2024) dan pendekatan partisipatif menawarkan jalan untuk 
meningkatkan kapasitas birokrasi. Keberagaman Sulawesi Tengah, jika dikelola dengan 
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baik melalui kerangka tata kelola yang inklusif, dapat menjadi kekuatan untuk 
mendorong inovasi dan kolaborasi lintas komunitas. 

 
6. Implikasi untuk Tata Kelola Berkelanjutan 
 

Integrasi teori organisasi dengan prinsip good governance dan teknologi modern, seperti 
yang diusulkan oleh Patón-Romero et al. (2021), menawarkan pendekatan holistik untuk 
tata kelola berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Misalnya, pengelolaan sumber daya alam 
dapat ditingkatkan dengan memadukan teknologi pemantauan berbasis data dengan 
partisipasi masyarakat, sehingga memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus 
memenuhi kebutuhan sosial. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas organisasi 
dalam menanggapi tantangan lingkungan, yang merupakan inti dari teori organisasi 
modern. 
 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa teori organisasi tidak hanya 
relevan tetapi juga esensial untuk merancang tata kelola pemerintahan yang efektif di Sulawesi 
Tengah. Dengan mengatasi tantangan struktural, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat 
partisipasi masyarakat, provinsi ini dapat membangun sistem administrasi negara yang responsif dan 
berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat. 

 

KESIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori organisasi dalam konteks administrasi 

negara memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi 
Tengah. Teori organisasi, khususnya pendekatan ekonomi politik dan teori struktural, membantu 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan struktur birokrasi, di mana hierarki yang kaku 
memberikan stabilitas namun sering kali menghambat fleksibilitas dalam merespons kebutuhan 
masyarakat yang beragam. E-governance terbukti sebagai alat transformasi untuk meningkatkan 
aksesibilitas layanan publik dan partisipasi masyarakat, meskipun implementasinya terbatas oleh 
infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia. Prinsip good governance, seperti 
transparansi dan partisipasi, menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang inklusif, tetapi 
rendahnya keterlibatan masyarakat menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih efektif. Manajemen 
strategis dan resiliensi digital mendukung efisiensi dan adaptabilitas tata kelola, sementara tantangan 
seperti korupsi dan inefisiensi birokrasi dapat diatasi melalui penguatan sistem pengendalian internal 
dan pelatihan aparatur. Secara keseluruhan, integrasi teori organisasi dengan teknologi modern dan 
pendekatan partisipatif dapat membentuk kerangka tata kelola yang responsif, transparan, dan 
berkelanjutan di Sulawesi Tengah, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat. 

 

SARAN 
Berdasarkan temuan dan pembahasan, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan 

tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah: 
 

1. Restrukturisasi Organisasi Publik: Pemerintah daerah perlu merancang ulang struktur 
birokrasi untuk mengurangi hierarki yang kaku, misalnya dengan memperkuat 
koordinasi antar unit dan mendelegasikan wewenang ke tingkat yang lebih rendah, 
guna meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas. 

2. Penguatan Infrastruktur E-Governance: Investasi dalam infrastruktur teknologi, seperti 
jaringan internet di wilayah terpencil, dan pelatihan literasi digital bagi aparatur 
pemerintah harus diprioritaskan untuk memaksimalkan manfaat e-governance. 

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Membangun mekanisme formal, seperti platform 
digital atau forum musyawarah desa, untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan, terutama dalam pengelolaan sumber daya lokal. 
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4. Pelatihan Manajemen Strategis: Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur 
pemerintah daerah tentang manajemen strategis dan resiliensi digital untuk 
meningkatkan efisiensi administrasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan 
teknologi. 

5. Penguatan Sistem Pengendalian Internal: Menerapkan sistem checks and balances 
yang kuat, seperti audit independen dan pemisahan tugas, untuk meminimalkan risiko 
korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. 

6. Penelitian Lanjutan: Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris, seperti studi 
kasus atau wawancara dengan pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah, diperlukan 
untuk memvalidasi temuan literatur dan mengembangkan solusi yang lebih 
kontekstual. 

 
Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan pemangku 

kepentingan di Sulawesi Tengah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan 
inklusif, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. 
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